
 

 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1668, 2016 KEMEN-KP. Jabatan Fungsional. Pengelola 
Ekosistem Laut dan Pesisir. Penyusunan 
Formasi. Pedoman. 

 

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 38/PERMEN-KP/2016 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI 

JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal  5 ayat (1) huruf 

b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan 

Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional 

Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir; 

 

Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 84)sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 2); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 

tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5121); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang 

Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 194, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4332); 

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111); 

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang 

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 

Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional 

Pegawai Negeri Sipil; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 

2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem 

Laut dan Pesisir (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1806); 

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
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Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN 

FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN PESISIR. 

 

Pasal 1 

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola 

Ekosistem Laut dan Pesisir merupakan acuan dalam 

menyusun formasi Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem 

Laut dan Pesisir di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi 

Daerah. 

 

Pasal 2 

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola 

Ekosistem Laut dan Pesisir sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 3 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 4 November 2016                         

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

 
ttd 

 
SUSI PUDJIASTUTI 

 

Diundangkan di Jakarta  

pada tanggal 8 November 2016 

   

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

 

              ttd 

 

WIDODO EKATJAHJANA 
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LAMPIRAN  

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 38/PERMEN-KP/2016 

TENTANG 

PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN 

FUNGSIONAL PENGELOLA EKOSISTEM LAUT DAN 

PESISIR 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengelola 

Ekosistem Laut dan Pesisir ditetapkan bahwa Instansi Pembina 

mempunyai kewajiban menyusun Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan 

Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir. 

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola 

Ekosistem Laut dan Pesisir digunakan Instansi Pusat dan Instansi Daerah 

untuk menghitung kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan 

Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir berdasarkan beban kerja, 

yang dtentukan oleh indikator antara lain luas kawasan konservasi, luas 

wilayah zonasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, jumlah jenis ikan yang 

dilindungi, jumlah unit usaha masyarakat pesisir, jumlah pulau-pulau 

kecil yang dikelola, kompleksitas pelaksanaan pekerjaan, dan tingkat risiko 

pelaksanaan pekerjaan.  

 

B. Maksud dan Tujuan 

Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pengelola 

Ekosistem Laut dan Pesisir dimaksudkan untuk mendapatkan jumlah dan 

susunan Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir sesuai 

dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu 

secara profesional, serta memungkinkan pencapaian jumlah angka kredit 

yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan. 
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